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RINGKASAN

Adapun yang hendak dicapai peneliti untuk mengkaji dan menganalisa
Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian Aset Pelaku Tindak
Pidana Korupsi yang diambil secara melawan hukum. Korupsi yang terjadi di
Indonesia selama ini telah merajalela sehingga berpengaruh terhadap pengembangan
ekonomi dalam negeri. Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah
ada sejak tahun 1957 disebut dengan Pengaturan Penguasa Militer yang berlaku di
daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor : PRT/PM/06/1957
sampai dengan yang terakhir diundangkan Undang Undang Nomor 31 tahun 2001
tentang Pengganti Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, namun demikian Undang Undang tersebut tak mampu
menanggulangi pengembalian asset yang telah diambil oleh para koruptor.

Jaksa selain diberika kewenangan di bidang Penyidikan dan Penuntutan
Tindak Pidana Korupsi, juga diberikan kewenangan dibidang keperdataan yaitu
melakukan gugatan terhadap asset Negara yang telah dikorup. Dalam Undang Undang
Nomor 3 tahun 1971, Kejaksaan diberi kewenangan terhadap uang pengganti, akan
tetapi dalam Undang Undang 31 tahun 1999 jo. Undang Undang nomor 20 tahun
2001 tidakada gugatan uang pengganti karena undang undang mengatur apabila
terpidana tidak membayar uang pengganti maka akan diganti dengan hukum
subsidairnya berupa hukuman penjara. Kewenagan melakukan gugatan bisa dilakukan

apabila terdakwa meninggal dunia dan gugatan diajukan kepada ahli warisnya
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ataupun dalam hal putusan bebas akan tetapi ada kerugian Negara maka Kejaksaan
bisa mengajukan gugatan perdata.

Selama ini, perampasan asset tidak begitu optimal terhadap pelaku tindak
pidana korupsi karena undang undang yang ada memiliki beberapa kelemahan, yaitu
Jaksa baru bisa melakukan pelelangan apabila perkaranya telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sehingga cukup waktu bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk
mengalihkan harta bendanya.

Dengan adanya konvensi UNCAC tahun 2003, yang merupakan konvensi Anti
Korupsi mendorong Negara-negara yang mengikutinya untuk meratifikasinya
termasuk Indonesia, meratifikasi menjadi Undang Undang Nomor 7 tahun 2006.
Selanjunya konvensi ini memberikan pedoman untuk melakukan gugatan terhadap
asset pelaku tindak pidana korupsi yang dinamakan gugatan In rem atau gugatan
terhadap benda yang terpisah dari proses pidananya. Jaksa melakukan gugatan
terhadap benda yang merupakan subyek hukum dalam perkara perdata. Jaksa akan
membuktikan benda tersebut didapat dari perbuatan curang yaitu tindak pidana
korupsi, sedangkan tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang menguasai benda
(apabila benda dialihkan kepihak lain dalam rangka menyamarkan hasil korupsi)
tersebut membuktikan barang tersebut bukan merupakan alat/hasil dari tindak pidana
korupsi.

Gugatan in rem sudah banyak dilakukan dinegara-negara bahkan Negara
tetangga Indonesia menggunakan gugatan in rem untuk asset recovery harta benda

yang telah diambil secara curang oleh Mantan Presiden Ferdinand Marcos. Bahkan
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gugatan in rem mampu mendongkrak pengembalian asset kepada Negara terhadap
kejahatan yang disamarkan seperti di Australia terhadap geng motor yang melakukan
bisnis illegal dimana Negara sulit membuktikan pelanggaran hukum pidana yang telah
dilakukan.

Indonesia telah membuat Rancangan Undang Undang tentang Perampasan
Asset berupa naskah akademis yang diketuai oleh DR Ramelan, SH. MH mantan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai tindak lanjut dari UNCAC 2003
terhadap kekosongan hukum dalam hal perampasan asset, disamping itu Kejaksaan
mempunyai kewenangan di bidang Perdata berdasarkan Undang Undang Nomor 16
tahun 2004 tentang Kejaksaan R.l. sehingga dalam tulisan ini penulis mengusulkan
agar kewenangan untuk melakukan gugatan terhadap asset diatur secara tegas
sebagaimana kewenangan tersebut juga diberikan sebagaimana di beberapa Negara.

Kiranya tulisan ini sabagai bahan rekomendasi bagi Kejaksaan R.l. terhadap
kewenangannya untuk melakukan gugatan terhadap asset pelaku tindak pidana

korupsi dengan menggunakan gugatan In Rem.
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SUMMARY

The recehersers are trying to acchive forreviewing and analyzing authority of
the state Attorney in the asset recovery has been rampaint and thereforecontributes to
economic development in the country. Law on corruption eradication has been around
since 1957 called the Military Administrator setting are applicable in the territory of
the Army (Millitary Rule Number (PRT/PM/06/1957until the final promulgation of
law number 20 of 1999 councering lieu of law number 31 of 1999 could not cupe with
the return of assets that have been taken by the corruption.

Prosecutor adition given authority in the field of investigation and prosecution
of corruption Act, also awarded in the field of civil authority is suing states assets that
have been corrupted.in law act 31 of 1999 jo. Law number 20 of 2001 no
compensation lawsuit becase laws do not regulateif the convicted person to pay
compensation it will be replaced with a prison sentence subsidair law. Authority the
lawsuit sould be done in the defendant dies ab the theirs filed a lawsuit of the event of
acquittal but no less of the state attorney could file a civil suit.

So far, not so optimal assets seizure against perpetrators of corruption because
there are laws that have some disadvantages, namely attorney can only be done if the
auctions have the fitce of his case has been fixed so that enough time for corruptions
to shife their belongings.

With the UNCAC of 2003, whicht is the anti corruption convention

encourages state to ratified law number 7 of 2006. Futhermore this conventions
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provides of corruption assets, called the suitlaw in rem or separate lawsuit against the
object of the criminal process. Prosecutor suing object that will prove the object
obtained from the froudyles act of corruption, while the suspect of defendant or other
that control of the object if the object resend divertle another in order to disquis the
proceeds of corruption) is proving the goods are not a tool/proceeds of corruption.

In rem lawsuit has been done in countriesneightboring country Indonesia even
use the in rem claimfor recovery of property assets that have been taken fraudulently
by former President Redinan Marcos. Even In Rem lawsuit could boost th return
assets to the country disquised as a crime against biker gangs is Australia are doing
illegal business in whichthe state hard to prove violations of criminal law that has
been done.

Indonesia has made the draft Lawon Asset Seisure ofacademic papers, chried
by DR Ramelan, SH.MH, former deputy Attorney General of Special Crimes.
UNCAC as afollow up of 2003 against the legal vacun in term of seizure of asset. In
addition to the Attorney has the Autority in the fieldof civil codeis baset on law
Number 16 of 2004 concerning the Attorney general Republik of Indonesia so in this
authors propose that the Autority to purpose actions againt assets as stricity as the
Autority is also giveb is some country.

Presuniably this paper is material recommendations to the Attorney General of
Republik Indonesia the Autority to purpose actions perpetrators of corruption assets in

a inrem lawsuit.
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